
WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2M6

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2M5 TENTANG PENETAPAN BESART{YA PENGHASII-A.N DAN

TUNIANGAN KESEIAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII.A,N

RAKYAT DAERAH KOTA I-ANGSA

DENGAN RAHMAT ALI-AH YANG MAHA KUASA

Menimbang

WALIKOTA IA.NGSA,

bahwa untuk menindak lanjuti Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota langsa Nomor 1 Tahun 2005

tentang Kadudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa dipandang perlu menetapkan

perubahan kedua atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005

tentang Penetapan Besamya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Aleh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun

1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran

Negara RI Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3363)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2fi)1 tentang Pembentukan Kota

Langsa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a31O);

1 .

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

2.

J .

9.

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2W tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 531 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4383);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2ffi4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor M37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2ffi5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran

Negaraa RI Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor a633);

Perafuran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2ffi0 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara RI Tahun 20S Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerrntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9(), Tambahan

Lembaran Negara Nomor M61);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2W tetang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara RI Tahun 2ffi5 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Nomor

a540);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 14O

Tambahan Lembaran Negara Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2m5 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelen ggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tetang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara Rl Tahun 2@6 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4659);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2W6

Nomor 6 seri E);

Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2W6

Nomor 6 seri E);

Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua

atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2W6

Nomor 10 seri E).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANCSA

NOMOR 1 TAHUN 2OO5 TENTANG PENETAPAN BESARNYA

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

LANCSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor L tahun 2005

tentang Penetapan Besamya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 5

Tahun 2@6, diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 2(dua) angka yakni

angka 10a dan 10b sehingga berbunyi sebagai berikut:

10a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang

yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan

dalam rangka mendorong peningkatan kiner;a dalam menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

14.

15.

Menetapkan

fib. Dana./.



10b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan

DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang

berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan

kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal l angka 11 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

11. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa

pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan

DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan

DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan

perlengkapannya.

3. Ketentuan pasal2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

a. Uang Representasi;

b. Tunl'anganKeluarga;

c. Tunjangan Beras;

d. Ua.g Paket;

e. Tunjangan Jabatan;

f. Tunjangan Panitia Musyawarah;

g. Tunjangan Komisi;

h. Tunjangan Panitia Anggaran;

i. Tunjangan Badan Kehormatan;

j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 2,A

yang berbunyi sebagi berikut:

Pasal 2A

(1) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Langsa diberikan penerimaan

lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

(2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasiona^.



5. Diantara Pasal 6 dan PAsal 7 sebelum Bab III disisipkan 2 (dua) Pasal

yakni Pasal 6A dan Pasal 68 yang berbunyi sebagi berikut:

Pasal 6,4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan

Tunjangan Beras.

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud

padaayat(1.),besarnyaSamadenganketenfuanyangberlakupada

Pegawai Negeri SiPil.

Pasal 6 B

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) setiap bulannya

sebesar Rp. 6.3ffi.ffi,- ( Enam juta tiga ratus ribu rupiah )'

(2) Besamya dana operasional Pimpinan DPRD Kota Langsa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (2) setiap bulannya

sebagai berikut:

a. Ketua DPRD Kota Langsa sebesar Rp. 12.600.000,- ( Dua belas

juta enam ratus ribu ruPiah ).

b. Wakil Kefua DPRD Kota Lilngsa sebesar Rp. 6.720.000,- ( Enam

juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah )'

6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 sebelum Bab IV disisipkan 1 (satu) Pasal

yakni Pasal 9,A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak

dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka

sebesar 2 (dua) kali uang representasi.

(2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam

menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka

sebesar 6 (enam) kali uang representasi'

(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2),kepadaahliwarisdiberikanbantuanpengurusanjenazah.



Pasal II

Peraturan Walikota Langsa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 13 Desember 2006 M

Z2Dzulqaedah1.427 H

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 13 Desember 2006 M

22Dzulqaedah1.427 H

SEKRETARIS

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI E

Pi. WALTKOTA LA,

MUCHTAR ACH

ERAH KOTA


